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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa sehubungan dengan kondisi mendesak yang
helum teranggarkan pada Peruhahan APBD
Tahun Anggaran 2022, schingga untuk memenuhi
kebutuhan pendanaannya perlu dilakukan pergeseran
anggaran dengan merubah Peraturan Bupati Hulu Sungail
Utara Nomor 25 Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan alas Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756} sebagal Undang-Undang (Lemmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambaban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820}

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
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Keuangan Negara dan Srabilitas Sistem keuangan Untuk
Perianganan Pandemni Corona Virus Disease 2019 {Covid-
19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Kep ublik Tndenesia Tahun 2022 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Homor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (lLembaran Negara Republik
Tndonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355} sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahurn
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistern keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virts Disease 2019 {Covid-
19, dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan — Perekononuan Nasional dan/atau
Qtabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2022 Nomor
134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
9004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
mdonesia Nomor 4400):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunar Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran MNegara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik ndonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keyangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2092 Nomor 4, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indomnesia Nomor 6757},

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5601), sebagaimand
telah diubah dengan Undang-Undang Namor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republil Indonesia Nomor 6573},
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuarngan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
9022 Nomot 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6757];

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peratiiran Pemerintah Nomor 23 Tahyun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum (Lembaran
Negara Repubbk imdonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
aias Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pengelelaan Keuangan Badan Lavanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576].
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peratdran
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 3155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2006 Nomor
35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 fteniang
Pengelolaan Uang Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738]).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indenesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5272},
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagalmana telah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahunp 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

F peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun
7019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tenlang perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran nCgara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggola
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057};

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republhik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173):

Peraturan Pemerintah Neomor 2 Tahun 2018 tentang
Srandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
mdonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah MNomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penvelenggaraan Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7019 Notmor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang

imvestasi Pemerintah {Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomor 6383]:
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Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10},

. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926};

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nemor 8
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungal Utara
Tahun 2012 Nomor 8},

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12], sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah  Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sunga Utara Tahun 2021 Nomor 13);

. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4

Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Relanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu S8ungai Utara Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun
2022 tentang Penjabaran  Perubahan  Anggararn
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022
Nomaor 25)



